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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara

Penqadaen Pinjaman dan/a tau Penenmaan r !ibah serta Penerusan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Mllik NegaralOaerah;

5, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73. tambahan
Lembaran Negara Rt Nornor 421.1) sebagaimana telah diubah
dengan Kepulusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92. tambahan
Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4418);

6, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 90IKEPI
M.KOMINFO/10/2005 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan
Departemen Komunikasi dan tn'orrnausa RI,

7. Peraturan i...1enteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tenlang Organisasi aan Tala Kerja
Balal Telei<omunikasi dan lnformauka Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas. perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan
Baranq Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan
Informatika RI dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika:

a. bahwa untuk terselenqqaranya tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Neqara di lingkungan Departemen Komunikasi dan
Informatika dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen
Komunikasi dan Informatika RI;

lv1engingat

Menimbang

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
01 LlNGKLiNGAN DcPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Tentang

MENTERI KOMUNiKASI DAN INFORMATIKA
REPUUI IK INDONESIA

PERATuRAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
NOMOR: L3/PERlM.KOMINFOI2J2009

..
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PASAL1

Petunjuk Pelaksa.iaar, Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen
Kornunikasi dan lnformatika RI sebaqaimana tcrsebut dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai petunjuk bagi penqelola Barang Milik Negara dalarn pelaksanaan penghapusan
Sarang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

PERATURAN MENTERI KOMU"IIKASI DAN INFORMATIKA RI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG
fV:ILlK NEGARA 01 lINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA.

Menstapkan

MEMUTUSKAN:

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 38/KEPI
M.KOMINFO/4/2006 tenlang Pedoman Akuntansi Barang Milik
Negara dl lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/~".KOI.1INFOI 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Ahli Multi Media:

10. Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nomor
18/PER/M.KOMINFOI 412007 tenlang Perubahan atas Keputusan
rvlenleri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEPI M.KOMINFOI
10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kena UPT Monitor Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

11. Pcraturan Menteri Kom: rnikasi dan Informatika Nomor
19/PER/M.KOMINFOI 4/2007 lentang Organisasi dan Tata Kerja
Museum Penerangan;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informalika Nomor
20/PER/M.KOMINFOI 412007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Batal Besar Pengujian Perangkat Telekornunikasl:

~3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
21/PER/M KOMINFOI 4/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Monurnen Pers Nasional;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 6/2007 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan. Pemanfaatan. Penghapusan. Dan
Peminctahtanganan Barang Milik Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1711
PMK.OS/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERI
M.KOMINFO/6/2008 tentanq Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidanq Pengkajian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
25!P/M.KOMINF01712008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Komunikasi dan Informatika;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
PER-S1/PB/2008 tenlang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lernbaga;



Salinan dlsampai!<an kepadC) '(til
1. Kelua Badan Pemeril.sa Keuanqan
2. Menleri Keuanqan RI.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenrieral Kekayaan Negara Departernen Keuangan RI
5 Para Pejabat Eselcn I dl hngkungan Departemen Kornunixas: dan ntorrnatika RI

MOHAMMAD NUH

MENTERIKOMUNIKAf~DA~ INFORMATIKARI.

Jakarta
20 Pchruari /009

Duetapkan di
P(I(';il lilll!l£Fll

PASAL 4
Pe{atlJl'an Ini IIlUI31 berlaku pada tanggal duetapxan

PASAL 3
Denqan berlakunya peraturan I'll rnaka Surat Kepotusar Men:en Komunikasi dan
:nform;:Jtlka Nornor 302/fvl.KOMINFO/6. 2007 d,ny-,takil'l !1dak be-taku ICigi

PAS/xl 2
Pengh8pusClll 8mClng Mihk Negara yang citaksanakan menyrrnpanq dan Peturuuk
Pelaksanaan ?p.nghapusclll 111' yung rneruqikan neqara dapat dikenakan sanksi
aorrunistratit berupa tunt: .tan qanti rugl dao atau t.ncakan a,""nya sesua oengar
peraturan pcrundanq undan.jan yang bertak J


